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BUPATI LEBONG 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANO 

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
PRA SEKOLAH OASAR 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

Menimbang 
a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh 

kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yait~ 
sejnk janin sampai bcrusia 6 (enaml tahun yang terlihat dan 
meningkamya derajat kcsehatan dan status gizi, kecerdasan 
dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan 
kesejahteraan anak serta membanlu meletakkan dasar 
pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya 
cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang 
pendidikan dasar; 

b. bahwa dalarn rangka pengembangan anak usia dini agar 
dapal tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia 
dan tahap pcrkembangannya, perlu upaya peningkatan 
kesehatnn, gizi, perawatnn, pengasuhan, perlindungan, 
kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dllakukan 
secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan 
berkesinambungan melalui pengembangan usia dini holistik 
integraLif maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting 
dan sangal menentukan, olch sebab itu perlu mengatur 
Pcndidikan Anak Usia Dini (PAUDI sebclum mcmasuki 
jenjang pendidikan sekolah dasar; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 13 Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kcbudayaan Nomor 6 Tahun 2016 
Tcntang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di 
lingku~gan Kemcntedan Pcndidikan dan Kebudayaan 
sebaga1mana telah d1ubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Mcnteri Pendidikan clan Kebudayaan Nomor 17 
Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Mentt'ri Pendidlkan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pedoman Umum Penyalura.n Bantuan Pemerintah di 
linglrungan Kcmeotcrian Pt"ndidikan dan Kebudayaan perlu 
me_netap~ Pcraturan Direktur Jencleral Pendidikan' Anak 
Us1a . _Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemt"nterian 
Pcnd1d1kan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Tcknis 
Bantuan Penyelenggaraan Koordinasi Penuntasan Pendldi.kan 
Anak Usia Dini Pra sekolah DasarTahun 2021; 
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Mengingat 

d. bahwA hen-lnsnrknn pcrtlrnhnnv.nn Rebag;1im11na 
dimnksucl p1ul11 hurnf n, huruf It rlnn h11ruf c cli £\IAII, pcrlu 
mcnt'lnplmn Pcrn l11rnn llupnll lrntnnP, Pclnksanaan 
P<'mlitllknn Annk U11ln Dini l'rn Srknlnh I >nnnr. 

\. Undnng-11111111111( Nomor ') Tnh11n l 'Jf,7 Tenlllng 
l>t-mbentulmn l'nwin11i llrnr,kulu (Lr1nhnrnn Nry)lrn Repuhl ik 
lndonesin Tnhun 1967 Nomur l'J, Tnmhohnn Lcmf,nrnn 
NcgnrA Rcpuhlik fmloncsi11 Numnr ?.R:1.81; 

2 . Undnng-U111lnn11 Nmnor 20 Tnhun 2003 lcntang 
Si~l'«-m rcnclicliknn Nnsionol (l.,rmhnrnn Nr.gnra Republik 
lndonl'sin Tahun 2003 Nornor 78, Tambahan 
Lcmbnrnn Ncitnrn Rl'publil< fndoncsin Nomor 430 I); 

3. Undnng-Umlang Nomor 39 Tnhun 2003 1entang 
Pcml,cntulrnn J<nbup:tlcn f..cbong dnn Kabupaten Kcpahiang 
di Pro,;nsi f3cngkulu (Lcmharan Ncgnrn Rcpuhlik Indonesia 
Tnhun 2003 Nomor 154, Tambnhan 1.cmbarnn Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4349); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru clan 
Dosen (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4586); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), scbagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tcntang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Pcrundang-Undangan (l..embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 63981; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5587), scbai::aimana telah diubah 
beberapa kali lerakhir dengan Unclang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 Lcntang Perubahan Kedua 1\tas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 201-1 1enI11ng Pt>rnerintahan Daerah 
(Lcmbaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemcrintah Nomor 19 Tahun 2005 tentan 
Stander Nasional Pendiclikan (Lembaran Negara Republit 
Indonesia Tah_un 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Repuhh~ Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah 
beberapa ka)•. d1ubah terakhir clengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 lahu~ 2015 Lentang Perubahan Kcdua Atas 
Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar. Nasional Pencl idikan (Lembarnn Negara Republik 
INndoncsRia Tabh

1
_uknl 2015 . Nomor 45, Tambahan Lembaran 

egara cpu I ndonesm Nomor 56?l); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor I 7 Tahun 20 IO ten tang 

Pengelolaan dnn Penyelenggnrairn Penclidikan (Lembaran 

Negnra Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 , 

Tnmbnhan Lemharan Ncgnrn Rt'publik lnrlonesln Nomor 

5105). sclmgnimnnn 1clnh diulmh dengan Peraturan 

Pemcrintnh Nomor 66 Tahun 2010 tenta11g Pcruhnhnn Atns 

Perntumn Pemerirllnh Nomor 17 Tnhun 2010 lentang 

Pengelolaan dan Penyelenggnrnnn Pcndidilmn (Lcmhnrnn 

Negnra Repuhlik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11 2, 

Tambahnn Lembnran Ncgnm Rcpublik Indonesia Nomor 

5157); 

9. Pemturan Pemerintnh Nomor 2 Tahun 20 18 ten tang Standar 

Pelnyanan Minimnl (Lembamn Negara Republik Indonesia 

Tahun 201 8 Nomor 2, Tambahnn Lembamn Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

I 0 . Pcrnturan Presiden Nomor 60 Tahuo 2013 ten tang 

Pengcmbnngnn Annk Usia Dini Holistik-lntegratir (Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146); 

11 . Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 20 I 7 

tentang Pelaksanaan Pencapa.ian Tujuan Pcmbangunaa 

Oerkclanj utan (Lembaran Negara Republik Indon esia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

84 Tahun 20 14 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak 

Usia Dini (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 

Nomor 1279); 

13. Peraturan Menteri Pcndidikan dan Kebudayaan Nomor 

137 Tahun 201 4 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak 

Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1668); 

14. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 I 5 

tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republ~k Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah d1ubah dengnn Pcmturan Menteri Oalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2_018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam ~egen Nomor 80 Tahun 20 15 (Berita Negara Rcpubl'k 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
1 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Ke! d 
IO Tah 20 J 7 ,u ayaan Nomor 

u n tentang Perlindungan B • P . . 

Tenaga Kependidiken (Serita N agi _end1d1k dan 

Tahun 2017 Nomor 5361; egara Repubhk Indonesia 

16. Pcraturan Direktur Jendera.J Pend' . . .. 

Pendidikan Masyarakat K tdik~ Anak Us1a Dint dan 

Kebudayaan Nomor 31 T ~mentenan Pendidikan dan 

Teknis Bantuan Penyelen a un 2019 Tt'nlang Petunjuk 

Pendidikan Anak Usia Din!Uf;'raasn Koordinasi Penuntasan 

2019. 
1 ra ekolah Dasar pada Tahun 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI l.l~l30NO TENTANO PELAKSANAAN 
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRA SEKOLAH DASAR. 

BAB I 
l{ETENTUAN UMUM 

l'asa.1 I 

Dalam Pcraturan Oup11ti ini yang dimaksud dengan : 
1. Da<.>mh 11dnlah Kahup11ten Lebong. 
2. Bupnti adnlnh Bupali Lebong. . . 
3 rcmerintnh OAernh adalah Bupau sebagai 

· unsur pe;,yclcnggara Pcmcrintahan Daerah yang memim_Pi~ 
pclal<s:mann urusan pemerintahan yang menJadi 
kcwcnangan daerah otonom. 

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang 
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penclidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Lebong. 

5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana bclajar dan proses 
pembclajnran agar peserta aktif mengembangkan potensi 
dirim·a untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecenlasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, Bangsa dan Negara. 

6 . Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya 
disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 
(enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian 
rangsangan pendidikan un tuk membantu perrumbuhan 
da11 perkembangan jasmani dan rohani agar anak 
memiliki kesiapan dalam mcmasuki pendidikan lebih 
lanjut. 

7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas 
utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 
melatih, mcnilai, dan mengevaluasi peserta d idik pada 
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal 
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. • 

8. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, 
penilik, pengawns, pencliti, pcngembang, tenaga 
perpusLaka~n_. tena_ga l~boratorium, teknisi sumber bclajar, 
tenaga_ admm1stras1, ps1kolog. pekerja sosial , 1erapis, tenaga 
kebers1han clan keamanan. 

9 . Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat 
TPA tdalah sadl~h. s3:1ah satu bentuk satuan pendidikan 
ana us1a m1 Jalur pendidikan nonformal ·an 
menyelenggarakan program pendidikan d t b ) kg 
be · b"l bel . a am entu 

rrnam sam ' aJar ~agi anak usia 2 (dua) sam ai 6 
[enaml tahun dengan pnoritas 2 (dua) sa . 4 ( P ) 
tahun yang mem h "k mpai empat 

• .I k per au an aspek keseiahteraan 
sos,a ana . , 



' 

-

10. K<'lompok Bl'rmnin ,·nnR Rl'lnnjulnyn disingkal KB 
ndnlnh snlnh salU hcnlUk NIIIIHln 1)1'nrlidiknn anak usia din! 
J11l11r pl'tHlidiknn nonfonnnl yn11r. mcnycl<'nggnrakan 
progmm pcn,11rlilrnn dnlnm hrntuk h,•rmnln 11,,mbil bclajar 
hngi rrnnk 11si11 nol snmpnl cnn111 tnhun dcnRnn priorlta,1 nol 
snmpni cmpnt tnhun ynng mcmp<~rhntiknn 
11s1>ek pcngnsuhnn dnn l<l' srjnhtr•rnnn iioslnl nnak. 

11. Tnman Knnnk-knnnk yang scl1111ju1nyn disinp,kn_t ~K 
ndnlAh SAlnh AAIU lll'nluk s:.1111111 pl'ndidlknn n nnk us111 dmi 
pncln jnlur prnclirliknn formnl yanK mcnyclenggarnkan 
progrnm p<'ndidiknn hngi nnnk l,erusin 4 (cmpall Lahun 
sampai dcngan 6 (cnaml lnhun. 

12. Pcndidikan formal ndalah jnlur pcndidlknn yang terstnJktur 
dan berjenjang yang terdirl ntas pcndidikan dasar, 
pendiclikan mencngah. dan pcndidikan l.inggi. 

13. Pemlidikan nonfonnal ,ulalah jalur pcndidikan di 
lunr penclidikan rormal yang dapat dilaksanakan 
sccam ters1ruktur dan bcrjenjang. 

14. Pcndidikan informal aclalah jalur pcndidikan keluarga 
dan lingkungan. 

15. Saluan pcndidikan anak us1a dini jaJur 
pt>.ndidikan nonfonnal yang sejenis yang selanjutnya 
d isebut SPS adalah salah satu bentuk satuan pendidi.kan 
anak usia dlni jalur pendidikan nonformal yang 
menyclcnggarakan program pendidikan dalam bentuk 
bcrmain snmbil bclRjar bagi anak usia nol sampai 6 (enam) 
tahun yang dapat diselenggaraka n dalam bentuk program 
secara mandiri atau tcrintegrasi dengan berbagai layanan 
a nak usia dini dan di lcmbaga keagamaan ya.ng ada di 
masyarakat. 

16. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana 
dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pclajaran 
scrta earn yang cligunakan scbagai pedoman kegiatan 
pembelaJaran untuk mencapai tujuan pendidikan 
pada satuan PAUD. 

17. Standar Nasional Pcndidikan adalah kriteria 
minimal tentang sislcm pcndidikan di seluruh wUayah 
hukum Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia. 

18. Gugus PAUD adal~h wadah bcrkumpulnya para pendidik 
clan tenaga_ kepend1d1kan pada level bawah yang bertujuan 
untuk mcnmgkatlrnn kmcrJn Pembina pcndidikan pend 'd'k 
clan tenaga ~ependirlikan clalRm mengelola pro~m p~~D 
seca~a profcs1onal ynns r-fektif dnn cfesien. 

19. Kom1te PAUD adalnii lembaga mandiri )'ang '-- taka 
0 I / 

, 1· d' . u,;ranggo n 
rang ua "a I peserra 1dik, komunitas PAUD se • 

masynrakat yang peduli penrliclikan • rta tokoh 
20. Slandar Tingkal Pencapaian Perke~ban an A k . , . 

yang selanjutnya disebut STPPA adal! u..:"a . Us1a Dm1 
kemarnpuan vang d,·ca . ru ,tena tentang , pai anak pada I h 
Perkemhangan dun Perturnbuha _se uru as~½ 
ogama don moral. fisik rnotorikn, k me~cakup nspck mini 
emosional, serta seni. • ogn1t1f, bahasa, social 

21. Pedoman Pembinaan Ou us PA . 
tujuan untuk m! beriio, dikernbangkan dengan 
Pendiclik/Pengelola/Penilik7 p an acuan kepada 
terkait lainya, · engawas PAUD dan pihak 



/ 
BAO II 

TVJVAN 

Pnsnl 2 

1\1junn dibentuknyn l'erntumn Oup111I tni nclnlnh 11Cbagai 
p('(!omnn, Pcmbinnnn, Pcngnwn!llln, dnn cvnlun~i dnlnm 
penyetcnggnmnn PAVD prn sckolnh dnsnr. 

BAB Ill 
PELAKSANAAN PAVD PRA SEKOl,AH DASAR 

Bnginn Kcsntu 
1\ljunn dnn Oricntnsi Penyclenggaraan 

Pnsal 3 

Penyclenggaraan P:\VD pra sekolnh das.'lr bertujuan untuk : 
a . Vntuk membantu mcletakkn.n dasar kc arah pcrkembangan 

pcngetahuan, sikap. lkelcrampilan dan daya cipta yang 
dipcrlukan pcscrta did ik dalam mcnyesuaikan diri dengan 
lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan 
perkcmbanganya agar memiliki kesiapan dalam memasuki 
pendidikan lebih lanju t; dan 

b. Vntuk mempersiapkan peserta didik untuk 
beradaptasi dcngan lingkungan dan persiapan mental yang 
diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya 
yang lebih u tam a. 

Pasal 4 

Penyelenggaraan PAVO pra sekolah dasar berorientasikan 
pada: 
a . Pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan; 
b. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan 

dengan kebutuhan masyarakat; clan 
c. Peningkatan efesiensi, efektilitas, dan akuntabilitas 

publik menuju penyelenggaraan PAVO pra sckolah dasar. 

Bagian keclua 
Bentuk Penyelenggaraan 

Pasal 5 

(I) Penyelenggaraan PAVO pra sekolah dasar 
dilaksa11a.kan melalui jalur pendiclikan formal, l)('ndidikan 
non formal, clan pendidikan informal. 

(2) Penyelenggaraan PAUO pra sekolah d la! · ·a1 d .d.kan asar me u1 
J ur pen t • formal sebagaimana dim k d d 
(I) dalam bentuk TK. a su pa a ayat 

(3) Penyelenggarann PAUD pra sekol t cl . 
jalur pendidiknn non formal a 1. nsar . melalu1 
pada aynt (II dalam bentuk KB, TP~~~:g:i;~~a d1maksud 



( 

('1J Pen)'elenggnrnnn PAUD pra i;ekolnh clnsar fonnaJ dan non 
fonnnl seh1111ni11111nn rlimnlrnud pnrln nynl Ill dilakRanakan 
clrnsnn pc11empn11 hcli\jnr mrlnlui hrrmoin. 

(5) P1·nyc!C'11m1nrnn11 PAUD prn HCkolnh cln61lr melalui 
jnlur informal scb11Rni1111.1n11 dimnk!!Ud pnda nyat ( I) 
11wrupnl<n11 pen<lidiknn yung dllnlwkrm olch kcluarga (orang 
tun) clnn lingkungnn ynng berbentuk kegintnn helnjar !lCcara 
mnndiri. 

Daginn l<etlga 
Penclirion don Pertnnggungjnwabnn 

Posal 6 

(I) Satuan PAUO pre sekolah dasar fonnal dan non 
formal tinpot didhiknn oleh : 
a . Pemerintah Dnerah; 
b. Pcmerintah Deso; 
c. Orang perseorangan; 
d . Kelompok orang; atau 
e. Sadan hukum. 

(2) Satuan PAUD pra sekolah dasar formal yang didirikan oleh 
Pemerintah Daernh sebagaimana climaksud pacla ayat ( 1 I 
huruf a berbentuk TK Negcri yang secara teknis 
diselenggarakan oleh Dinas. 

Pasal7 

( 1) Tanggung jawab Pcmerintah Dacrah 
terhadap penyelenggaraan 
clan non formal adalah : 

PAUD pra sekolah dasar formal 

a. Pembinaan clan sosialisasi penyelenggaraan ; 
b. Pembinaan, pengawasan atas pemenuhan 

stanclar nasional pendidikan; 
c. Memberikan penghargaan clan perlindungan bagi tenaga 

pendidik clan kependidikan; clan 
d . Melakukan koordinasi lintas sektor 

terkait penyelenggaran PAUD pra sekolah dasar 
Holistik lntegratif. 

(2)Tanggung jawab pendiri dalam pcnyelenggaraan PAUD pra 
sekolah dasar formal dan non formal antara lain : 
a. Menyusun ren~an~ PAUD pra sckolah dasar formal dan 

~on fonnal mehpuh program jangka pendek clan program 
Jangka panJang pada satuan PAUD pra sekolah dasar 
formal ~an non formal yang bersangkutan; 

b. Menyed~akan kebutuhan sarana prasarana bela·ar 
c. Menyediakan guru clan tena a J ' .. 

sesuai dengan stander kualifikasi g . kep~nd1d1kan 
oleh Pemerintah· yang d1tetapkan 

d. Membiayai kebuiuhan operasional pendidik . d 
e. Mengupayakan terpenuh· an, an 

Anak dengan baik. mya kebutuhan holistik 
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(J) Sntunn PJ\UD prn Rclmlnh dn!inr rormal dan non 
fonunl 1111•111p11nyni lnni,tgungjnwnh : 
n. l\kn1timplrmr111nsik1111 kurikulum dalam 

rm1gkn pr11Rcmlmngn11 nilni-11ilnl Agnma, Dahnsa, 
KoRnitir, molorik -knsnr dnn rnolorik halus, sosiaJ, 
rmosio11nl, scni, dnn kctcmmpilnn hiclup; 

b. l\k111bc1iknn lnnrnnn sccnrn hollstik dnn 1crintcgmtir; 
c. Mcmnnfnntlmn. sumlx:r dayn pe ndidlkan yang tcrsedia; 

dnn 
d. Mcngcw1l11nsi proses pcndiclikan dan membual 

lnpon111 sccnru bcrknln. 

BAl:31V 
STANDAR PENYELENGGARAAN 

Bnginn Kesatu 
Sasaran Penyelcnggaraan PAUD 

Pasal 8 

Sasarnn pcnyclen&!l.!!_rnan PAUD pra sckolah dasar formal dan 
non fom1al scbagai berikut: 
a. TPA adalah anak usia 0-6 tahun; 
b. SPS adalah anak usia 0-6 tahun; 
c. KB adalah anak usia 0-6 tahun; dan 
d. TK adalah anak usia 4-6 tahun. 

Bagian Kedua 
Standar Penyelenggaraan 

Pasal 9 

(I l Standar penyelenggaraan satuan PAUD pra sekolah dasar 
formal dan non formal harus memcnuhi ketentuan sebagai 
berikut : 
a. Memiliki ,zm pendirian dari Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten l...ebong; 
b. Memiliki pengelola yang bertanggung jawab 

dalam operasionnl pendidikan; 
c. Memiliki program rencana induk 

pengembangan pe ndidikan yang meliputi program 
jangka pendek I (satu) tahun, program jangka menengah 
3 (11gal t~hun dan program jangka panjang S (lima) 
tahun benkutnya; 

tingkat 
standar 

d. Memiliki kurikulum yang standar pada 
satuan pendidikan yang bersumber pada 
tingkat pencapaian perkembangan anak-

e. Memiliki ten:ipat. yang aman, n~aman, terang 
dan memenuh1 knterin kesehatan bagi anak dengan 
s_tatus bangunan gedung dan tanah yan . 1 tidak dalam sengketa; g JC as serta 



/ f. Memiliki guru ynng sesuni dengan standar 
kunlifiknsi y1111g di!elnpknn oleh Pemcrintah dan 
menjunjung linggi nilni-nilni morn! ngnma; 

g. Memiliki pcscrtn didlk; 
h. Memiliki struktur oganisasi; 
i. Mcm iliki nlat pcrmainan crl11katif (Al'EJ di dnJam clan di 

luar nmngnn; 
j. Memiliki kemampuan pcmhiayaan; rhm 
k. Khusus unr.uk TPA dan t<I! hnrus mcmiJiki kcrja sama 

tertu tis clcngnn unit pl'lnynnnn kcsehnran jpuskesm11s, 
pusru , polincics atmI poskesdesJ terdckat. 

(2) Persynrnrnn tcknis pcnyclcngg.nraan PAUD 
scbagaimana dimaksucJ padn nynt j I) diatur lebih Ian jut 
dcngan Peraruran t-:cpala Dinas Pcndiclikan clan 
t-:cbuda~•nan Kabupaten Lebong. 

Oagian Kctiga 
Pesertn Didik PAUD Pm Sekolah Dasar 

Fonnal dan Non Fo·nnaJ 

Pasal 10 

j I) Pcserta didik PAUD pra sekolah dasar fonnal dan 
non fo1T11al sesuai STPPA adaJaJ, : 
a. Tahap usin lahir-2 L'lhun, tcrdiri atas kelompok usia: 

Lahir-3 bulan, 3-6 bulan, 6-9 bulan, 9-12 bulan, 12 -18 
bulan, 18-24 bulan; 

b . Tahap usia 2-4 tahun , terdiri atas kelompok usia 2-
3 tahun dan 3-4 tahun; clan 

c. Tahap usia 4-6 tahun, terdiri atas kelompok usia 4-
5 tahun dan 5-6 tahun. 

(2/ Jumlah peserta didik PAUD pra sekolah dasar fonnal clalam 
satu rombongan belajar TK, minimal 15 (lima betas) anak. 

(3) Jumlah peserta didik PAUD pra sekolah dasar non fonnal 
dalam satu rombongan belajar TPA, KB clan SPS, minimal 
IO (sepul uh) anak. 

(4) Penerimaan pcserta didik Pt\UD formal pra sekolah 
dasar dilakukan setiap awal tahun pelajaran dan PAUD non 
fonnaJ dapat dilakukan setiap saat serta proses 
pcnerima,annya tanpa tes atau scleksi. 

Bagian Keempat 
Layanan PAUD Pra Sekolah Dasar 

Formal dan Non ForrnaJ 

Pasal II 

(I) Jenis layanan PAUD pra sekolah d r al 
non formal terdiri atas ; asar ,onn dan 

a. Us!a lahir-2 tahun clapat melalui SPS atau TP . 
b. Us~a 2-4 tahun dapat melalui SPS KB A, . 
c. Us1a 4-6 tahun dapat melalui TK s' PS• atau TPA, dan 

• , atau TPA. 
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(2) Waktu kegintan PAUD prn sekolnh dasar fonnal dan 
non formal sesuai usln dnn frckucns·, .. 
atns: pcrtemuan tenlm 

a. Usin lnhir-2 tnt111n I k 11 . . , s11 u n I1ertemuan minimal 
120 (scrntus dun puluh) mcnil, clcngan mclilmtknn ornnR 
tun, <Inn frckucnsi pertcmunn minimnl 83lu knll 
per minggu; · 

b. Usin 2-4 tnhun satu knli perkmuan 
150 (scrntus l im~ puluh) rnen il clan 
pertemunn minimnl tiga lmli per minggu ; dnn 

c. Us,a 4-6 tahun. MIU kall pcrtemunn 
180 (scratus dclapnnpuluh) mcnit 

minimal 
frekuensi 

minimal 
dan 

frckucnsi pcrtcmuan minimal limn knli per minggu. 
(3) Rasio guru clan nnnl< didik PAUD pra sekolah dasar formal 

dan non formal tcnllri ams : 
a. Usia lnhir • 2 tnhun. rnsio guru dnn nnnk I :4; 
b. Usia 2-4 1alnm rasio guru dan anak I : 10; dan 
c. Usia 4-6 Tahun rnsio guru clan anak 1: 15. 

Pasal 12 

(l) PAUD pra sekolah dasar formal . d~ . non 
formal diselenggarakan di tempnt yang mem1liki fasil1tas 
yang tayak, amnn, dan nyamnn bagi pcrrumhuhan dan 
perkembangan anak sesuai dengnn stander yang berlaku. 

(2) Penyelenggaraan PAUD pra sekolah dasar non fo~al. _dapa~ 
juga dilaksanakan dilempat umum antara lam d1_ balat 
pcrtemuan. pekarangan masjid dan fasilitas umum lamnya 
yang layak. 

BABV 
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 
Pendidik PAUD Pra Sekolah Dasar 

Formal dan Non Formal 

PasaJ 13 

Guru PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal bertugas 
merencanakan, melaksanakan proses pcmbclajaran, dan 
menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, 
pengasuhan, dan perlindungan anak didik. 

Bagian Kedua 
Teneg11 Kependidikan PAUD Pra Sekolah Dasar 

Formal dan Non Formal 

Pasal 14 

(1) Tenaga kependidikan PAUD pra sekolah dasar formal dan 
non formal terdiri dari kepala, Pengawas TK, Pcnilik PAUD, 
Psik~l~g, T~naga Kesehatan, Tenaga Pustaka, Tenaga 
Admm1stras1, Tenaga Kebersihan dan keamanan serta 
tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD. 



(2) Tenaga kepe!1didik1tn PAUD pro sckolah damtr formaJ dan 
non formal d1nngknt oleh penyclcnggnrn. 

Bagian l<ctiga 
Hnk, Tugas, dan Tnnggung Jawal.J Ouru dan 

Tenaga l(cpcndidikan 

Pasal 15 

(1) Hak Guru dan Tenaga Kcpcndidikan PAUD pra 
sekolah dasar formal dan non formal adalah : 

a. Mcndapatkan pcngakuan scuagai Ouru dan Tenaga 
Kcpcndidikan PAUD pra sckolah dasar formal dan non 
fon11al dcngan dimasukkan ke dalam Data 
Pokok Pendidik (DAPODIK); 

b. Mcndapat kcsempatan untuk meningkatkan kompetensi 
dan kualifikasi pendidikan; dan 

c. Mendapat hak pcnghasilan sesuai ketentuan perundang
undangan. 

(2) Tugas dan tanggung jawab Guru dan Tenaga Kependidikan 
pada PAUD pra sekolah dasar formaJ dan non formal adalah 
sebagai berikut: 
a. Kepala, menyelenggarakan satuan PAUD pra 

sekolah dasar formal dan non formal sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

b. Pengawas TK melakukan pemantauan, penilaian, 
dan pembinaan pada satuan PAUD pra sekolah dasar 
formal; 

c. Penilik PAUD melakukan pcmantauan, penilaian, 
dan pembinaan pada satuan PAUD pra sekolah dasar 
non formal; 

d. Memberikan pelayanan kesehatan, gizi, clan perawatan 
anak, bantuan psikologis; 

e. :\1emberikan perlindungan anak 
dan kenyamanan); 

f. Memberikan layanan kesejahteraan 
dan keterlibatan orang tua serta akses 
pra sekolah dasar formal dan non 
bermutu; dan 

(keamanan 

dasar 
layanan 

formal 

anak, 
PAUD 
yang 

g. Tenaga perpustakaan, kebersihan d 
keamanan lingkungan melaksanakan t an 

pe
perbandtuan ladinnya sesuai dengan ketentuan u::~:~~= 

run ang-un ang. 
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B/\B VI 
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

Bagtnn l(esolu 
Kurikulum 

PA!IAI 16 

(II Kurikulum PAUD pra scl<0lah dnsnr rormnl clan non formal 
be1,x-domnn pado standnr tingkat 
pencapaian pcrkcmbongan annk yang ditc:tapkan !!Ccara 
nnsional. 

(2) Kurikulum scllagaimann dhnnksutl pada aynt ( I l dapat 
dikcmbangkan olc-h lcmliagn 1>cnyclcnggnra P/\UD pm 
sckolah tlasar ronnnl !Ian non rormal dalnm bentuk 
l{urikulum Tingl<nl Satuan l'cndidikan. 

(3) J.:urikulum P/\UD pm sckolah dnsar formal dan non formal 
dapat ditnmbnh muntnn lokal dcngan memperhatikan 
potcnsi lingkungan dnn sesuai kamkteristik wilayah. 

Bagian Kcdua 
Stratcgi Pembelajaran 

Pasal 17 

(1) Strategi pembelajaran P/\UD pra sekolah dasar formal dan 
non formal dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan 
pcserta didik. 

(2) Pembelajaran l'AUD pra sekolah dasar fonnal dan 
non formal dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 
belajnr melalui bermain yang dapat menstimulasi 
pertumbuhan clan perkembangan peserta didik, baik fisik 
maupun psikis yang dapat dilakukan di luar rnaupun di 
dalarn ruangan. 

(3) Model pcmbelajaran PAUD pra sekolah dasar ronnal 
dan non formal dengan menggunakan model pembeli!iaran 
area, sentra, atau model pembclajaran lainnya dengan 
pendekatan saintifik. 

BAB VII 
EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN 

PasaJ 18 

(I) Evaluasi peserla didik didasarkan pada 
tmgkat pencapaian perkembangan anak standar 

(2) Hasil peni.laian peserta didik d' 
buku laporan tingkat pencapaian perke ,~uangkan dalam 

(3) Laporan hasil Evaluasi pesertn clidi~ a1:gan a~ak. 
lembaga penyelcnggara sccara bcrkal , disam'?a1kan oleh 
kt'pada orang tua/wali murid n 5eltap akhir semester 

(4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD 
dan non formal dilakukan I _pra se~olah dasar formal 
yang membidangi melalui o eh mstans1 terkait/ instansi 
sekolah dasar formal d pengawas, Penilik PAUD pra 
berkala. an non Jonna! yang dilakukan secara 



Pasnl 19 

(II Penyclenggnrn P/\UD prn sekolnh dnsar formal dan 
non formnl wnjib mcmbunt rcncnnn program kerja 
scbclum nwnl tnhun pelnjarnn. 

(2) Pcnyelcnggara PAUD pra sckolnh dnsnr formal dan 
non fomlnl wajib mclnporkan kcgiatan pcnyclengganrnn 
secara bcrkala setinp akhir Semester kepada lnstnnsi 
terkait. 

IJAB VIII 
PEMBENTUKAN GUGUS PAUD 

Pasal 20 

(1) Pcmbcntukan gugus PAUD difasilitasi oleh 
Pcngawas TK/Penilik PAUD dan ditetapkan oleh Kepala 
Din as dengan Rckomendasi dari Koordinator 
Wilayah 1-:ecama tan Bidang Pcndidikan Kccamatan. 

(21 Jarak lcmbaga P/\UD pra sckolah dasar formal dan 
non fom1al dalam satu gugus harus saling berdekatan, 
sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi. 

(3) Satu Gugus PAUD terdiri dari 3 (tiga) sampai 8 
(delapanl lembru:a PAUD pra sekolah dasar formal dan non 
formal, baik yang mcnyelenggarakan program TK, KB, TPA 
maupun SPS dan berada dalam wilayah kecamatan 
yang sama. 

(4) Setiap gugus memiliki satu PAUD Inti dan lainnya sebagai 
PAUD lmbas. 

(SJ PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan 
dengan memperhatikan persyaratan berikut : 
a. Letaknya mudah dijangkau oleh guru/kepala 

PAUD lmbas; 
b. Lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan 

sebagai tempat bcrbagai kcgiatan; 
c. Kuali.fikasi guru dan tenaga kependidikan yang 

mcmcnuhi kctentuan yang ditetapkan dalam Standar 
PAUD pra sekolah dasar formal dan non formal· 

d. Merniliki inovasi dalam bidang tcrte~tu dan 
terbuka terhadap pcrkembangan keilmuan PAUD pra 
sekolah dasar formal dan non formal · 

e. Memiliki fasiliras dan sumber l:x:laiar
0

)•ang memad ·. d 
f M •i·k · . , ai, an 
. emu J manaJemen P/\UD pra sckolah dasar fonn Id 

non formal yang baik. a an 

(6) Pene_ndr~aPnAUPADUID pm sckolah dasar formal dan non formal 
menJa I nil d1tetapkan oleh Kepal o· d 
dipilih kembali. a mas, an dapat 

(7) Setiap Gugus PAUD men usu 
membuat visi, misi, dan progr:m k: . kepengurusan, 
terdaftar secara aktif di Kelompok I{ ~a gugus, serta 
Kecamatan. C!Ja Gugus PAUD 
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BAB IX 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 21 

(I) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berpcran serta 
dalam proses pcnyelenggaraan dan pengelolaan PAUD pra 
sekolah dasar fonnal dan non formal melalui 
pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran 
dan tcnaga. 

(2) Peran scrta masyarakat dapat diwujudkan dalam bcntuk 
Komite PAUD. 

BABX 
BUNDAPAUD 

Pasal 22 

( I) Bunda PAUD Kabupaten dijabat ex-officio lst.ri 
Bupati dan/atau lstri Wakil Bupati yang berperan scbagai 
tokoh scntral dalam Gerakan Nasional PAUD Kabupaten 
dcngan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan 
pcnggerakan pclaksanaan Pi\UD di tingkat Kabupaten. 

(21 0unda Pi\UD Kecamatan adalah lstri Carnal yang bcrperan 
sebagai tokoh scntraJ dalam Gerakan Nasional PAUD 
Keeamatan dengan memberikan sumbangan pemiklran, 
sosialisasi dan pcnggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat 
Kccamatan. 

(3) Bunda PAUD Desa atau Kelurahan adalah lsui Kepala Desa 
atau 1,urah yang bcrperan sebagai tokoh sentral dalam 
Gerakan Nasional PAUD dcsa atau kelurahan dengan 
memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan 
penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat 
desa/Kelurahan. 

BAB XI 
PENOAWASAN DAN PEMBINMN 

Pasal 23 

(1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan 
oleh Pengawas TK/Penilik PAUD. 

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(II mcnjadi bahan pcmbinaan, cvaJuasi serta dilaporkan 
oleh Kepala Dinas. 

Pasal24 

(1) Pembinaan atas penyelenggaan PAUD pra sekolah 
dasar ronnaJ dan non fonnaJ dilakukan oleh Dinas 
dan/~tau Perangkat Daerah terkait. 

(2) Pembmaan sebagaimana dimaksud pada ayat( JJ, meliputi 
b1dang: 
a. peningkatan proresionalisme 

tenaga kependiclikan; 
guru dan 
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b. pengembangan kurikulum; 
c. pengelola proses belajar mengajnr; clnn 
d. pcrencanaan dan cvaluasi pcmbelajnmn . 

BAB XII 
l<ETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 25 

Bagi l..embaga PAUD yang sudah memenuhi standar 
p('llyelenggarann PAUD yang benar, ngnr bisn menycsuaikan 
dcngan pcmturnn yang ndn. 

BAB XIII 
l<ETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar seliap orang mcngetahuinya, 
pengundangan Peraturan Bupali ini dengan 
dalam Berita Daerah Kabupatcn Lebong. 

memerintahkan 
pcnempatJ111nya 

Ditetapkan di Tubei 
pacla tanggal 11 Januari 2021 

~ BUPATI LEBOlfG' 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 11 Januari 2021 

1 H. ROSJONSYAH 

S ARJS DAERAH 
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